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Abstract 


Increasing income through the Blue Economy concept in developing and empowering coastal communities is an important concern for the Government of the Republic of Indonesia. Indonesia's vast oceans, with various resources and environmental services in coastal and marine areas, have sufficient potential to achieve a level of self-sufficiency in coastal areas. The government has established 2 (two) strategic policies, the Indonesian Maritime Policy (KKI) and the Blue Economic Development Framework, to manage and sustainably utilize the above environmental resources and services well. For this reason, the urgency of dedication to community development and empowerment in order to increase income in the context of survival has an impact on economic improvement. Through this Community Service Program (PkM), the reviewer will try to provide applicable outputs that can be used by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the downstream concept, especially in the important activities of community development and empowerment in coastal areas. PkM activities apart from this focus on the lack of MSME business actors in Segarajaya Village, Bekasi, West Java in training and knowledge about business management and marketing, for their home business industry. There were 40 participants in the activity. Apart from providing training and empowerment assistance in increasing knowledge for processing activities, this activity will also provide training on household business management using information technology.



Abstrak 
Peningkatan Pendapatan melalui konsep Ekonomi Biru dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Pesisir menjadi perhatian penting Pemerintah Republik Indonesia. Lautan Indonesia yang luas, dengan berbagai sumberdaya dan jasa lingkungan wilayah pesisir dan lautan, memiliki potensi yang cukup untuk mencapai tingkat swasembada di wilayah Pesisir. Pemerintah telah menetapkan 2 (dua) kebijakan strategis, Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru, untuk mengelola termasuk memanfatkan secara berkelanjutan sumberdaya dan jasa lingkungan di atas dengan baik. Untuk itu, urgensi pengabdian atas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat guna peningkatan pendapatan dalam rangka keberlangsungan hidup yang berdampak peningkatan ekonomi. Melalui Program Pengabdian Masyarakat (PkM) ini, pengkaji akan berupaya memberikan luaran aplikatif yang dapat digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai konsep hilirisasi, khususnya dalam aktivitas pentingnya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir. Kegiatan PkM selain ini menitik beratkan pada masih kurangnya pelaku usaha UMKM di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat dalam pelatihan dan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan marketing, atas industri usaha rumah tangganya. Peserta kegiatan sebanyak 40 orang. Kegiatan ini selain akan memberikan bantuan pelatihan dan pemberdayaan dalam peningkatan pengetahuan untuk kegiatan pengolahan dan akan dilakukan pelatihan manajemen usaha rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Kata Kunci: Ekonomi Biru, Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Masyarakat, UMKM 

	
PENDAHULUAN
Peningkatan temperatur global di lautan, dan bencana ekologis masyarakat pesisir mendorong komitmen global untuk mendayagunakan laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab (1). Konsep yang ditawarkan untuk dapat diaplikasikan dikenal dengan penerapan prinsip Blue Economy (Ekonomi Biru). Konsep ekonomi biru ini harapannya akan menjadi titik balik terbangunnya keseimbangan antara upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan ekosistem laut. Tentunya hal ini selaras dengan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, dimana kawasan perairannya yang luas didukung serta populasi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Selain itu, kepentingan langsung atas penerapan dan pengembangan ekonomi biru secara langsung dapat memberikan pemerataan kesejahteraan yang apabila dilaksanakan secara konsisten akan memberikan dampak baik dalam 20 tahun ke depan. Dampak baik dimaksud adalah proyeksi kontribusi ekonomi maritim/kelautan terhadap ekonomi nasional tumbuh dua kali lipat hingga 12.45% (2). Tentunya komitmen pembangunan ekonomi biru tidak hanya diwujudkan dalam rencana dan implementasi pembangunan nasional namun juga dalam berbagai diplomasi maritim. Terlebih lagi Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang penting bagi ekosistem laut global. Untuk itulah Indonesia secara konsisten mendorong penguatan penerapan ekonomi biru dalam berbagai forum kelautan internasional dan regional. Dimana hal ini merupakan salah satu diplomasi maritim yang sangat penting dalam mendorong kerjasama pembangunan antar negara dan kepulauan.
Istilah Blue Economy (BE) semakin populer dalam penelitian lingkungan modern. Secara konsep, Blue Economy merupakan bentuk dari green economy yang diartikulasikan dalam hal tata kelola yang mendukung perikanan skala kecil(3). Kompleksitasnya dalam sistem kelautan menuntut pendekatan manajemen yang pragmatis dan berorientasi pada tujuan dan solusi, realistis, dan praktis(4). Untuk itu, konsep BE mengupayakan eksplorasi peluang pembangunan berbasis laut dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan (5). Oleh karenanya, BE diharapkan dapat dengan cepat menjadi salah satu paradigma ekonomi regional yang paling umum diterapkan di wilayah pesisir dan maritim secara global (6). Dampak atas pengembangan dan pemberdayaannya akan memberikan kepastian peningkatan pendapatan rumah tangga sangat mempengaruhi tingkat konsumsi (1), sehingga pada akhirnya pendapatan alternatif akan mengurangi ketergantungan penangkapan ikan bagi kehidupan ekonomi masyarakat pesisir (7). Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa di pesisir dapat meningkatkan pendidikan lingkungan non-formal atau Environtmental Education (EE) dan penting untuk merealisasikan proyek-proyek masyarakat, membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga mengoptimalkan kinerja lingkungan, metode pertanian, dan situasi mata pencaharian (8). Muara Tawar adalah sebuah lokasi yang terletak di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sebagian besar wilayah Segarajaya di miliki oleh PLN untuk PLTU Muara Tawar yang berbatasan dengan Laut Jawa(9). Desa Segarajaya memiliki luas wilayah sebesar 7.793,85-kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 15.000 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 51 jiwa/kilometer. Jembatan Cinta Muara Tawar merupakan salah satu objek wisata yang menghubungkan Desa Segarajaya dengan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Muara Tawar. Secara ekonomi biru memiliki dampak dan peranan penting bagi masyarakat, karena dapat memberikan peningkatan dalam penigkatan pertumbuhan ekonomi keluarga nelayan yang umumnya hasilnya dijual baik dalam bentuk bahan mentah maupun dalam bentuk olahan masakan (10). Permasalahannya adalah masih kurangnya pelaku usaha UMKM di Desa Segarajaya, Bekasi, Jawa Barat dalam pelatihan dan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan pemasaran yang memerlukan peran pemberdayaan secara berkelanjutan guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik.
Masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM adalah masih kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan marketing. Walaupun di lokasi tersebut terdapat kelompok UMKM namun belum efektif untuk dapat berkembang secara mandiri, selain karena sifatnya hanya inudstir rumah tangga yang dijual untuk keperluan keseharian. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungan mereka sendiri. Padahal lokasi tersebut mempunyai potensi sangat besar dalam perekonomian dan pelestarian lingkungan terutama laut karena di lokasi tersebut terdapat PRPM (Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove) yang diciptakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seharusnya dapat juga menjadi area cakupan kemenkomarves. Untuk itulah, selain program UMKM dalam Industri Rumah Tangga, penting ditegaskan pelaksanaan atas program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang baik dan berpotensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Potensi produk yang dapat dihasilkan di wilayah tersebut sebenarnya cukup besar, mulai dari hasil laut maupun tambak, potensi ekowisata mangrove, bahkan produk yang dihasilkan dari tanaman mangrove seperti minuman tradisional dari pohon mangrove, makanan dari buah mangrove, bahkan sampai ke potensi untuk membuat bahan pokok makanan yang dihasilkan dari pohon mangrove. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan community development secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Community development yang dilakukan antara lain bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

METODE 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan lancar. Metode yang digunakan adalah sebelum semua aktifitas dimulai terlebih dahulu dilakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait, diantaranya perangkat desa dan para pelaku UMKM yang berada di Desa Segara Jaya yang memiliki kepentingan dalam penyusunan dan penerapan sistem ini. Harapannya dengan sosialisasi awal dan interaksi langsung dengan warga/kelompok mitra, seluruh pihak terkait mendukung sepenuhnya program ini baik secara kelembagaan, moril maupun materiil. Sehingga dalam pelaksanaanya tahapan kegiatan dilakukan sebagai berikut:
1. Tahapan 1 Persiapan yaitu Tahapan observasi dan wawancara. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan data awal permasalahan yang ada pada Mitra Desa Segarajaya dengan melakukan obervasi lapangan di Desa Segarajaya dan melakukan wawancara dengan Mitra seperti Pejabat Desa, perwakilan UMKM di Desa Segara Jaya. Dengan adanya pemetaan masalah, maka solusi yang diberikan oleh tim pengusul akan menjadi lebih cepat. Tahapan ini juga menghasilkan data UMKM, jenis dan kriteria UMKM di Desa Segara Jaya.
2. Tahapan 2 pelaksanaan ini dilakukan melalui acara workshop yang diadakan oleh tim pengusul bekerjasama dengan pemerintah setempat. Workshop ini diisi oleh para pembicara dari tim pengusul yang memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah dan pelatihan kepada UMKM terkait digital marketing untuk proses pemasaran produk-produk yang dihasilkan serta pelatihan cara pembuatan laporan keuangan yang baik. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat dan pelaku UMKM. Mitra dalam program pengabdian ini berpartisipasi sebagai peserta dan dapat berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan tim pengusul terkait permasalahan/kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Berikut ini adalah informasi waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

	Hari pelaksanaan		: Minggu, 08 Oktober 2023
	Mitra		: 40 orang pelaku usaha Desa Segara Jaya
	Durasi Pelaksanaan:
		1) Keseluruhan kegiatan 6 bulan
		2) Pelaksanaan kegiatan: 6 Jam.
	Tempat pelaksanaan: Balai Nelayan, Desa Segara Jaya, Bekasi

	Kegiatan ini dapat berjalan lancar berkat peran aktif dan partisipasi yang baik dari semua pihak baik dari mitra maupun tim panitia dari tahap persiapan, survei lokasi, rapat koordinasi hingga pelaksanaan kegiatan. Pada saat kegiatan para narasumber menyampaikan materi dengan gaya Bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta dan diakhir diberikan sesi tanya jawab. Selain sesi Tanya jawab, narasumber dan tim juga menyiapkan doorprize bagi peserta yang aktif selama mengikuti pelatihan dan berani tampil kedepan untuk menjawab pertanyaan quiz yang diberikan. Hal ini dilakukan agar suasana pelatihan tidak membosankan dan memberikan semangat serta terjalin keakraban dengan peserta. Dampak dari hal tersebut peserta semakin bersemangat mengikuti semua rangkaian acara pelatihan sampai penutupan.
Dukungan partisipasi Mitra dilakukan sebagai berikut:
1. Pendataan UMKM yang ada di Desa Segara Jaya
2. Sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Desa Segara Jaya tentang pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan tempat untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan
4. Menghimbau kepada para pelaku UMKM di Desa Segara Jaya untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan digitalisasi UMKM
Setelah penyampaian materi dan sesi tanya jawab dilakukan, tim melakukan penyebaran kuesioner terkait evaluasi kegiatan Selain itu, kuesioner juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan para peserta dalam mengikuti PkM ini.


HASIL DAN PEMBAHASAN 
[bookmark: _gjdgxs]Tinjauan pendapatan rumah tangga saat ini di Desa Segarajaya masih minim atau dibawah garis kemiskinan. Tercatat diwilayah pesisir sebesar 25,14 % penduduk miskin Indonesia tinggal di wilayah pesisir (11). Kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan modal, terbatasnya keahlian dan terbatasnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis IPTEK merupakan terobosan bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui konsep pembangunan ekonomi biru . Pengabdian ini mengintegrasi tata kelola pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan pembangunan ekonomi biru sehingga terjadi ketahanan nasional yang tangguh dalam pendapatan rumah tangga para UMKM di wilayah Desa Segarajaya(12). Berdasarkan permasalahan  di atas maka berikut akan diuraikan teori, definisi, konsep, dan keterkaitan antar variabel sehingga dapat dibangun dapat membantu pelaksanaan pengabdian yang dijalankan terkait pengabdian yang akan dilaksanakan.
Konsep Ekonomi Biru
Pemerintah telah menetapkan 2 (dua) kebijakan strategis, Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru, yang digunakan “mengelola” kelautan berarti memanfaatkan sumber daya dan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah salah satu upaya yang diamanahkan KKI untuk mengelola sumber daya dan lingkungan laut secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena konservasi sumber daya alam dan lingkungan sangat penting, serta pertumbuhan masyarakat yang terdapat disekirar wilayah tersebut. KKI juga menetapkan zonasi kawasan konservasi kelautan dan perairan untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Ini dilakukan untuk mempertahankan ekosistem laut dan keanekaragaman hayatinya serta mendorong pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. KKI juga mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prinsip konservasi, keberlanjutan, dan pemantapan. Ini dicapai melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya laut, seperti perikanan dan pengambilan mineral. Selain itu, KKI mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas di wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan, yang menghindari kerusakan pada ekosistem dan habitat laut. Ini juga mencakup penggunaan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan sumber daya laut.
Sementara itu, pada tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menerbitkan Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru (KPEB), yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan di Indonesia. Tujuan KPEB adalah untuk mendorong pemanfaatan sumber daya dan jasa lingkungan laut secara berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia.  Pengembangan sektor ekonomi biru, penguatan tata kelola laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya dan jasa lingkungan laut secara berkelanjutan adalah beberapa strategi KPEB yang sangat terkait dengan pengembangan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan. 
Kedua kebijakan di atas diharapkan dapat menjadi pedoman penjabaran beberapa undang-undang terkait pengelolaan sumber daya dan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat, meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (PR), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Mengingat wilayah pesisir merupakan tempat peralihan atau pertemuan wilayah darat dan laut yang digunakan oleh berbagai sektor pembangunan, implementasi kedua kebijakan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker atau UUCK), yang menyatakan bahwa perencanaan ruang darat dan zonasi wilayah pesisir baik di tingkat nasional nasional maupun provinsi terintegrasi pada satu dokumen rencana, yaitu Rencana Tata Ruang (RTRW) Nasional/Provinsi.
Implementasi integrasi tentunya tidak hanya sekedar menghubungkan batas-batas ruang daratan dan ruang lautan seperti menyambung potongan-potongan “puzzle”, tetapi seperti memadupadankan “setelan”, yaitu antara atasan dan bawahan disesuaikan dengan tubuh dan karakter pengguna (Gambar 1), sehingga dimensi keterpaduan (integrasi) menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dimensi integrasi dimaksud meliputi: integrasi antar sektor, integrasi antara darat dan laut di sekitar wilayah pesisir, integrasi antar tingkat pemerintahan, integrasi antar masyarakat (daerah) dan integrasi disiplin ilmu. Integrasi memastikan bahwa lokasi dan jenis sumber daya dioptimalkan untuk memastikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan, yang pada akhirnya mendorong implementasi kebijakan pembangunan ekonomi biru. Konsep ini diyakini dapat menjadi pendorong utama bagi implementasi kebijakan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun, dalam upaya mengimplementasikan integrasi ini, terdapat tiga aspek kekurangan yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini, yakni kebijakan yang belum selaras, kelemahan dalam struktur kelembagaan khususnya organisasi dan sumber daya manusia, serta kendala dalam tahapan pengintegrasian yang perlu ditangani secara komprehensif (hulu-hilir).
[bookmark: _30j0zll]
Pendapatan Rumah Tangga
Dalam kajian ekonomi Mahbub Ul Haq (1976); Weisskoff dan Wolff (1981) menyampaikan bahwa pendapatan sejak awal produksi disepakati dengan campur tangan pemerintah. Untuk mengurangi ketimpangannya, pendapatan antar pelaku ekonomi yang diwakili oleh pekerja dan pembiaya menjadi perhatian. Kajian tentang aspek status ekonomi keluarga menyatakan bahwa pada intinya keluarga dapat dianggap sebagai pondasi dari suatu masyarakat. Namun demikian, arti dari keluarga adalah beragam; bergantung pada masing-masing peribadi. Jumlah faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi sumber-sumber ekonomi keluarga. Ini termasuk pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota dalam rumah tangga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menunjang ekonomi keluarga (15–19). Sehigga, status ekonomi keluarga dapat dikategorikan menjadi tiga kategori; iaitu miskin, sedang, dan kaya. Adapun pendapatan yang secara luas digunakan sebagai indikator status ekonomi keluarga dilakukan pengukurannya selama periode tertentu seperti bulanan atau tahunan (18). 

Pemberdayaan Masyarakat
	Pemberdayaan Masyarakat merupakan “upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa” (20).  Tentunya upaya pemberdayaan masyarakat dimaksudkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat, terutama mereka yang berada yang dimaksud dalam kelompok miskin ekstrim untuk dapat lebih aktif dalam meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup dimaksud lebih kepada dapat memiliki pengetahuan dalam berpendapat, memenuhi keperluan keseharian, menetapkan pilihan, berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, dan mengelola kelembagaan masyarakat mereka secara bertanggung jawab (21). Sehingga dalam konteks Corporate Social Responsibility (CSR) pemberdayaan masyarakat akan dapat mencakup usaha meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat, serta memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, terutama bagi mereka yang memiliki potensi dalam berwirausaha.
Langkah-langkah keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada umumnya dapat diukur melalui peningkatan kemampuan ekonomi, akses terhadap kesejahteraan, serta peningkatan kemampuan kultural dan politis mereka. Konsep kekuasaan (power) juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan ini, termasuk kekuasaan dalam meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah (power within), kekuasaan untuk meningkatkan kemampuan individu (power to), kekuasaan atas perubahan dalam hambatan-hambatan sumber (power over), dan kekuasaan dalam tindakan bersama dengan orang lain (power with). Sehingga konsep pemberdayaan dalam PkM ini adalah dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan kemampuan mereka serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas masyarakat. Keberhasilannya akan terwujud apabila peserta program berperanan aktif dalam aktifitas prosesnya. 
[bookmark: _1fob9te]Sikap dan Perilaku produktif
Peningkatan Sikap dan perilaku produktif masyarakat sekitar wilayah PkM, wajib dilakukan secara hexa-helix. Dimana konsep hexa-helix akan memperhatikan fungsi pemerintah sebagai fungsi regulasi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif; swasta sebagai fungsi implementasi bisnis dan pasar; intelektual sebagai fungsi “knowledge” untuk analisis perkembangan dan temuan dalam ekonomi kreatif; komunitas kreatif sebagai penggerak kegiatan kreatif yang dapat bertransformasi menjadi konsep kewirausahaan kreatif; media sebagai fungsi publisitas dan citra positif sekaligus pemasaran produk industri kreatif; dan investor sebagai fungsi penguatan permodalan untuk pengembangan rintisan baru industri kreatif(22).
Selain itu, Mehrabian dan Russell (1974) pertama kali mengusulkan model teoritis (juga disebut Model Psikologi Lingkungan M-R) yang menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia, dan model yang sekarang banyak digunakan dan sangat mendukung pada banyak provinsi, termasuk ritel dan pemasaran. Model M-R yang menunjukkan bahwa saat lingkungan menginduksi emosi pelanggan termasuk kesenangan (misalnya, baik atau bahagia), gairah (misalnya, senang atau aktif), dan dominasi (misalnya, kontrol atau kepentingan), pelanggan mengubah perilaku mereka termasuk pendekatan (tanggapan positif) dan penghindaran (tanggapan negatif). Artinya, fisik lingkungan dapat mempengaruhi emosi orang-orang serta perilaku mereka. Lebih lanjut menunjukkan bahwa lingkungan fisik sangat penting untuk perilaku langganan di sebuah wira usaha, menunjukkan bahwa wira usaha harus membuat gambar yang mempengaruhi kepuasan dan perilaku pelanggan, (25); (26); (28); (27); (29).

[bookmark: _3znysh7]Tujuan dan Manfaat
Tujuan Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM) Secara umum tujuan dari PkM ini adalah: 
1) Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan daya saing yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan digital marketing pada UMKM di Desa Segara Jaya.
2) Mempelajari bagaimana interaksi warga dalam merespon pentingnya kesadaran masyrakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungannya dimana di Desa Segara Jaya memiliki tempat wisata jembatan cinta yang dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat.
[bookmark: _2et92p0]Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM). PkM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
[bookmark: _tyjcwt]Kontribusi Akademik
1) Memperluas pemahaman tentang pentingnya kesadaran Masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan guna peningkatan minat wisatawan di Desa Segara Jaya.
2) Memahami sikap warga dalam mengapresiasi tentang optimalisasi konsep digital marketing untuk produk UMKM di Desa Segara Jaya.

[bookmark: _3dy6vkm]Kontribusi Manajerial
1) PkM ini dapat menunjukkan bagaimana pengaruh optimalisasi digital marketing terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat khususnya UMKM di Desa Segara Jaya.
2) PkM ini dapat digunakan oleh Dinas UMKM setempat dalam memberikan kontribusi peningkatan pendapatan Masyarakat khususnya UMKM melalui pemanfaatan platform digital, pembuatan website dalam mendukung program usaha yang akan meningkatkan Income household yang dapat meningkatkan peran Ketahanan Nasional di Indonesia.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
	Dalam mengevaluasi hasil yang dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini, tim telah melakukan monitoring ke Desa Segara Jaya dan para pelaku UMKM yang telah melakukan kegiatan ini. Selain itu tim juga melakukan monitoring dan evaluasi secara random dan berkala untuk perkembangannya. Tim melakukan monev dengan cara melihat data jumlah progress toko yang di daftarkan di marketplace, dan juga jumlah produk yang terjual (omset), monitoring proses pembuatan laporan keuangan UMKM. 

Hasil dan Luaran capaian
Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari mitra dan telah dilakukan identifikasi, maka hasil yang dapat dicapai dalam pengabdian ini sebagai berikut:
1. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan pendapatan dengan pengembangan produk, perbaikan packging, serta pemanfaatan teknologi, yaitu dengan penerapan digital marketing dengan memberikan edukasi tentang penjualan produk pada beberapa marketplace.
2. Masyarakat memperoleh pengetahuan akan manfaat dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan sekitar sebagai tempat penghidupan bagi keluarga serta guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Desa Segara Jaya sehingga akan menambah pendapatan Masyarakat sekitar.
3. Kelompok Kerja dan Nelayan juga masyarakat muda mendapatkan tambahan informasi dan pengetahuan khususnya tentang ide kreatif pengembangan produk yang dihasilkan oleh UMKM maupun Masyarakat yang akan memulai usaha barunya
Adapun Luaran Capaian program kegiatan PkM telah dipublikasikan, pada:
a. Artikel di media masa cetak atau elektronik mengenai pelaksanaan kegiatan PkM telah dipublikasikan sebagai berikut:
· Tekan Kemiskinan Ekstrim di Wilayah Pesisir Jabar, UNDIRA Usung Konsep Ekonomi Biru – Media https://www.rmoljabar.id/ 
· Tangani Kemiskinan Ekstrem, Masyarakat Pesisir Perlu Diberdayakan – Media: https://www.tribunnews.com/nasional/2023/10/10/tangani-kemiskinan-ekstrem-masyarakat-pesisir-perlu-diberdayakan
· Ini Langkah Undira Entaskan Kemiskinan Ekstrim di Wilayah Pesisir- Media: https://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1787224994/ini-langkah-undira-entaskan-kemiskinan-ekstrim-di-wilayah-pesisir
· Undira Realisasikan Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Wilayah Pesisir- Media: https://benang.id/undira-realisasikan-program-pengentasan-kemiskinan-ekstrim-di-wilayah-pesisir/
b. Dokumentasi pelaksanaan berupa Video Kegiatan dengan Link sebagai PkM Hibah Dikti-UNDIRA dan Folder Kegiatan PkM
c. Kekayaan Intelektual (KI) Link – HKI Drive Terlampir

Rencana Tahapan
Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat, yang akan dilaksanakan setelah semua kelengkapan dan dokumentasi kegiatan terhimpun. Selain itu juga akan dilakukan evaluasi internal oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) terhadap pelaksaan pengabdian. Evaluasi diperlukan untuk menentukan apakah kegiatan program ini dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. 
Beberapa program yang akan dilaksanakan selanjutnya adalah meliputi pencapaian luaran sebagai berikut:
a. Publikasi di jurnal ilmiah cetak atau elektronik, dimana >30% program PkM yang merupakan penerapan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Mitra Non Produktif Ekonomi yaitu membentuk kerjasama yang tuangkan dalam MoU dengan Institusi Mitra. Tujuannya adalah Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan, Kesehatan, Pendapatan, Pelayanan, Jumlah omsetnya, Jumlah tenaga kerjanya, Kemampuan manajemennya dan Keuntungan.

PENUTUP 
Simpulan 
Kesimpulan dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Tim, baik melalui survey ke lapangan/lokasi maupun diskusi selama pelatihan dapat diperoleh kesimpulan sementara bahwa kegiatan pengabdian Masyarakat perpustakaan sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti pelatihan perpustakaan. Selain itu juga ada beberapa peserta yang menginginkan agar pelatihan serupa agar diadakan dengan jam pelatihan yang lebih panjang. Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim berupaya untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya kesadaran masyarakat tentang pelestarian dan kebersihan lingkungannya dimana di Desa Segara Jaya memiliki tempat wisata jembatan cinta yang dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat serta pemahaman kepada peserta mengenai perkembangan ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan daya saing yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang manajemen bisnis dan digital marketing pada UMKM di Desa Segara Jaya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pendekatan kepada para peserta secara langsung. Kegiatan pelatihan Masyarakat yang telah dilakukan ini terbukti mampu memberikan pencerahan dalam hal pemanfaatan.
Saran 
Saran yang dapat disampaikan adalah kiranya PkM dalam kegiatan ini dapat secara berkelanjutan diselenggarakan. Justifikasinya adalah bahwa masyarakat sekitar sangat memerlukan dukungan pengetahuan, mengingat mayoritas nelayan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan sumberdaya usaha maupun pemahaman mengenai konsep ekonomi biru yang menekankan pentingnya ekologi laut. Selain itu institusi terkait maupun pemangku kebijakan, dalam hal ini Universitas Dian Nusantara melalui Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat hendaknya senantiasa memberikan dukungan dalam pelaksanaan PkM sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional.
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